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BUPATIL KA

PERATURAN DAERAH

RANGANYAR

KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

)]

a. Bahwg

. Pasa]

. Undang-Undang

NOMOR 4 TAHUN 2013

MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

dalam rangka melaksanakan
14 ~ayat (3) Undang-Undang
Tahun 2002 tentang Penyiaran dan
Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Tahun 2005 tentang Penvelenggaraan
Lembagg Penyiaran Publik, perlu dibentyk Lembe
Penyiaran Publik  Lokg] (LPPL) yang bersj
independen, netral, tidak komersial, dan dag
memberikan pelayanan untuk kepenting;

ketent
Nomor
Ketenty
Nomor
Penyia;

Pasa]

publik loka]
berfung31 untuk memberikan kcseimbangan kepac
Mmasyarakat d; Daerah dalam memperoleh informa

pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, da
hiburan yang €eiri

diharapk:

masyarakat;

Peraturan
Penyiaran - Publik Lokal
Karanganyar;

18 ayat (6) Undang—Undang Dasar
Republik Indonesig Tahun 1945;

Undang—Undang Nomor 13
Pembentukan

Negara

tentang

dalam
1999 tentang
Republik

Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
Nomor 39 Tahun 19099 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negarg Republik Indonesig

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesijg Nomor 3886



‘m

6.

10.

Ll

12.

13,

14. P

: Undang—Undang Nomor

: Undang-Undang Nomor 25

. Peraturan Pemerintah

. Peraturan Menteri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentar
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indones;
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

32 Tahun 2004 tentan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi

Indonesig

Indonesia Nomor 4844);

.Undang—Undang Nomor 14 Tghun 2008 tentang

(Lembaran Negara
2008 Nomor
Republik Indonesia

Keterbukaan Informasi Publik
Republik Indonesia  Tahun
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4846);

Tahun 2009 tentang
Pelayanan  pyblik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201
Pembentukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 4389);
Nomor 52 Tahyn 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikas;j (Lembaran Negara
Republik Indonesiag Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara - Republik Indonesig
Nomor 3980);
Peraturan Femerintah Nomor 53 Tahyn 2000 tentang
Penggunaan 1
Satelit (Lembaran Negarag Republik Indonesia
Tahun 2000 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4485);
eraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
' ' antarg Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesig Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Komunikas;i Informatika
Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tatg Cara
dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan
Penyiaran; :



—_—

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Karanganyar (Lerabaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Dan
BUPATI KARANGANYAR

7

MEMUTUSKAN -

Metapkan  PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK  LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN
KARANGANYAR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganvar,

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat

“ Daerah sebagai unsur peényelenggara Pemerintahan
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.,

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Karanganyar.

S. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik
Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebyt
LPPL Radio Publik Kabupaten Keranganyar adalah
Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum
yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten
Karanganyar, yang  bertugas menyelenggarakan
kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral,
tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan
untuk kepentingan masyarakat yang siarannya
berjaringan dengan Radio Repuhlik Indonesia (RRI).

yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai
tujuan lembaga Peényiaran publik.
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8. Siaran adalah pe€san atau rangkaian pesan dalam
bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau
yang berbentuk grafis karakter baik yang bersifat
interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui
perangkat penerima siaran.

9. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran

‘ melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi
di darat, di laut, atau di antariksa dengan
Imengggunakan spektrum frekuensi radio melalui
udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat
diterima secara serentak dan bersamaan oleh
masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa
dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi
dalam bentuk suara S€cara umum dan terbuka berupa
program yang teratur dan berkesinambungan.

11. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang
berisikan serangkaian program acara siaran yang
ditujukan kepada khalayak dan wilayah di Daerah
dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.

12. luran Penyiaran adalah sejumlah  uang yang
dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud
beran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran
publik yang akan dipertanggungjawabkan secars
periodik kepada masyarakat.

13. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk
masyarakat di wilayah Kabupate.l /Kota sesuai wilayah
layanan siaran. .

14. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat
komersial dan layanan masyarakat tentang
tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat
dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanp=
imbalan kepada lembaga- - penyiaran yang
bersangkutan. .

15. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang
disiarkan melalui siaran  radio dengan tujuan
memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau
mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak
sasaran untuk mempengaruhi  konsumen, agar
menggunakan produk yang ditawarkan.

16. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan
non komersial_ yang disiarkan melalui penyiaran radio
dengan tujuan memperkenalkan, mernasyarakatkan,
dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran,
dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat
untuk  mempengaruhi khalayak agar berbuat

- dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan
tersebut.

17. Spektrum  Frekuensi Radio adalah gelombang
elektomagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran
dan merambat dj udara, serta ruang angkasa tanpa
sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik
dan sumber daya alam terbatas.



(2) Dewan Direksi secbagaimana dimaksud pada a
huruf b terdiri dari Direktur Jtama d&ars Dir
. sedangkan Direksi sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf b terdiri dari 1 (satu) orang Direktt

. BABIV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5 ,

(I) LPPL  Radio  Publik  Kabupaten  Karang
mempunyai tugas menyampaikan informasi
balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat,
antar masyarakat.

(2) Dalam rmenjalankan tugas sebagaimana dim
pada ayat (1), LPPL Radio Publik Kabt
Karanganyar mempunyai fungsi sebagai
informasi bidang keagamaan, kependi
kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan
sehat, kontrol sosial, dan perekat sosial,
pelestarian budaya bangsa dengan sena

berorientasi kepada kepentingan seluruh I
masyarakat.

BABV
SIFAT, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 6
LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar
penyelenggaraan penyiarannya, bersifat indepe
netral, dan tidak komersial.

Pasal 7
LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar bert
menyajikan program siaran yang mendorong terwuj
sikap mental masyarakat yang beriman dan bert
cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam r
membangun masyarakat mandiri, demokratis, adi
sejahtera, serta menjaga citra positif Daerah dan Ba
'{ Pasal 8
(IJLPPL  Radio Publik Kabupaten Karang
- menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
2] Untuk menunjang peningkatan kualitas opera
penyiaran, LPPL Radio Publik Kabupaten Karang
dapat menyelenggarakan kegiatan kerjasama
usaha lain yang sah vang terkait d
penyelenggaraan penyiaran.



BAB VI
PERIZINAN

Pasal 9
Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Publik
Kabupaten Karanganyar wajib mendapatkan izin
penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
DEWAN PENGAWAS
g
Pasal 10

(1) Dewan Pengawas dibentuk sebagai alat kelengkapan
LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar.

(2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul
DPRD.

(3) Usulan Calon Anggota” Dewan Pengewas dilakukan
setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara
terbuka atas masukan dari Permerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

(4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga)
orang terdiri dari unsur Peme-intah Caerah, tokoh
masyarakat, dan komunitas penyiaran./ .

(5] Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima)
tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu)
kali masa kerja berikutnya.

Pasal 11
Dewan Pengawas mempunyai kewenangan sebagai
berikut :
2. memilih dan mengangkat Dewan Direks:/Direksi yang
berjumlah sesuai dengan kebutuhan;
D. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL
Radio Publik Kabupaten Karanganyar.

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas/kewajiban, sebagai

berikut :

=. mengawasi kinerja Dewan Direksi/Direksi;

D. mengawasi siaran;

©. menjamin bahwa LPPL Radio Kabupaten Karanganyar
tetap berorientasi pada publik;

2. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat
untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan
Direksi/Direksi;

S meminta dan menerima masukan, saran, atau
pendapat publik mengenaj siaran, dan/atau acara
LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar.

Pasal 13
Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas
S memenuhi syarat, sebagai berikut :
2. Warga Negara Republik Indonesia yang bertagwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa;




b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

C. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang
Setara; ‘

d. sehat jasmani dan rohani;

. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

bagi yang berstatys Pegawai Negeri Sipil harus

memenuhi  kualifikasi dan kompetensi dibidang

penyiaran;

bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat

wajib non partisan, tidak sedang menjabat sebagai

anggota legislatif, dan yudikatif; 2

h. bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib
memiliki pengalaman dj bidang penyiaran yang layak
dan tidak sedang menjabat atay mengelola lembaga
penyiaran lainnya;

L. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

™
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Pasal 14
Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
C. berhalangan tetap.

Pasal 15
(1) Anggota Dewan Pengawas  dapat diberhentikan
sebelum habis masa Jjabatannya apabila :

a. tidak melaksanakan tugasnya dengan haik:;

b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

C. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL
Radio Publik Kabupaten Karanganyar;

d. dipidana karena melakukan tindak pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi
memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan

2! Keputusan pemberhentian sebagaimang dimaksud
pada ayat (1) huruf &, huruf b, dan huruf ¢ ditetapkan
setelah  yang bersangkutan diberi kesempatan
membela diri.,

3] Pembelaan diri. sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara tertulis dalam Jangka wakty 1 (satu)
bulan terhitung sej anggota Dewan Pengawas yang
Sersangkutan diberitahu secary tertulis " rencana
Demberhentian tersebut. :

#¥) Selama rencana pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota
Dewan Pengawas yang  bersangkutan dapat
melanjutkan tugasnya.

85} Apabila dalam jangka wakty 2 (dua) bulan terhitung
sejak tanggal penyampaian pembelaan diri
Sebagaimang dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak
memberikan rekomendas;j pemberhentian kepada
Supati, maka réncana pemberhentian tersebut batal.




Pasal 16
Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani
pemeriksaan ditingkat pengadilan kareng disangka
melakukan tindak pidana, diberhentikan Seémentara dari

pada saat habis masa jabatannya atay berakhir dengan
terbitnya Keputusan peémberhentian oleh Bupati
7
Pasal 18

Tata cara pPéngangkatan Dewan Pengawas, sebagai

berikut :

a. Bupati membentyk Panitia Seleksi Calon Dewan
Pengawas LppL, Radio Publik Kabupaten Karanganyar
dengan Keputusan Bupati Karanganyar;

b. Anggota Panitia Seleks;i terdiri dari Pegawai Negeri
Sipil, Tokoh masyarakat, dan Praktisj Penyiaran;

€. Tugas Panitig Seleksi, antara lain menyusun tata carg
dan Persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas
LPPL - Radio Publik Kabupaten Karanganyar, dan
mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya
éncana Pemerintgh Kabupaten Karanganyar akan
memilih dan mengangkat Dewan Pengawas LPPL Radio
Publik Kabupaten Karanganyar, menerima
pendaftaran, dan melakukan seleksi;

d. Hasil Seleksi oleh Panitia Seleks; ditetapkan sejumlah
9 (sembilan) orang dan disampaikan kepada DPRD;

€. DPED melakukan Wi kelayakan dan wji kepatutan

terhadap 9 (sembilan) calon, untuk dipilih lagi menjadi

6 (enam) calon dengan memenuhi unsur-unsur

sebagaimang ditetapkan dalam Pasal "10 ayat (3)

Peraturan Daerah ini;

DPRD mengusulkan 6 (enam) calon Dewan Pengawas

kepada Bupati;

Bupati menetapkan 3 (tiga) orang dari usulan DPRD

untuk menjadi Dewan Pengawsas;

- 3 (tiga) orang calon lainnyg yang tidak terpilih

selanjutnya menjadi Cadangan Dewar, Pengawas,

apabila ada yang berhalangan pPada masa Jjabatan
tersebut.

i)

(C]

L"

BAB V111
DEWAN DIREKSI/DIREKSI

1) Dewan Direksi/Direks;i dibentuk sebagai  alat
kelengkapan LPPL  Radio Publik Kabupaten
Karanganyar.

2} Dewan Direksi/Direksi dipilih oleh Dewan Pengawas

2an dinsulkan untuk ditetan an oleh Ru



(3) Jumlah anggota Dewan Direks;j diatur oleh Dewan
Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan LPPL
Radio = Publik Kabupaten Karanganyar  dan
kemampuan keuangan daerah.

(4) Dewan Direksi/Direks;i memiliki masg kerja selama 5
(lima) tahun dan dapat angkat kembali hanya untuk 1
(satu) kali masa kerja berikutnya,

berikut : ‘

4. menjabarkan program umum darj Deyvan Pengawas
selamag 5 (lima) tahun;

b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LppL
Radio Publijk Kabupaten Karanganyar;

€. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan
LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar;

d. menjalin kerjasama dengan pibak-pihak-luar untuk
kemajuan LppL, Radio Publik Kabupaten Karanganyar
Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 21

Dewan Direksi/Direks;i meémpunyai tugas, sebagai

berikut :

4. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar
Pedoman Perilaky Penyiaran dan Standar Program
Siaran yang ditetapkan KPIP;

D. melayani hak Publik akan informasi yang independen,
netral, dan tidak komersial;

C. turut mengembangian seni dan budaya
masyarakat / khalayak ¢ Kabupaten Karanganyar;

d. menjalin komunikas;j yang sehat dengan masyarakat,

Pasal 22 -~ =
1) Dewan Direksi/Direks;i wajib»rnenetap_kan hal-hal yang
berkaitan dengan pengelolaan dan teknis
penyelenggaraan kegiatan pPada LPPL Radio Publik

kegiatan LppL, Radic: Publik Kabupaten Karanganyar.

3] Dewan Direksi/Direks;i wajib melaporkan kegiatan
LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar kepada
Bupati dan DPRD secara berkala,

Kabupaten Karanganyar gj dalam dan diluar
bengadilan.

2] Apabilg dipandang perlu, Dewan Direksi/Direksi dapat
menunjuk 1 (satu) orang kuasa atay lebih untuk
mewakili LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar
sebagaimana dimaksud padg ayat (1).




Pasal 24

Untuk  dapat dipilih sebagai  anggota Dewag
Direksi/Direksi ‘harus memiliki persyaratan, sebagai
berikut :

a.

b.

Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang
setara; ;

sehat jasmani dan rohani;

memiliki  kecakapan manajerial, juejur, adil, dan
berkelakuan tidak tercela;

memiliki kompetensi dan pengalaman  dibidang
penyiaran;

bukan anggota legislatif, yudikatif, dan tidak terdaftar
sebagai pengurus suatu partai politik tertentu;

tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 25

Anggota Dewan Direksi/Direksi berhenti apabila :
a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

¢. berhalangan tetap.

Pasal 26

(1) Anggota Dewan Direksi/Direksi dapat diberhentikan

sebelum habis masa jabatannya, apabila :

a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan
Peru ndang-undangan yang berlaku;

C. terlibat dalam tindakan yang merigikan LPPL
Radio Publik Kabupaten Karanganyar;

d. dipidana karena melakukan tindak pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

:3) Sebelum  keputusan pemberhentian sebagaimana

1

(%))

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢
ditetapkan, yang bersangkutan diberi kesempatan
membela diri, e
Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pacda ayat (2)
dilakukan secara tertulis dalam jangka walkty 1 (satu)
bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi/Direksi
vang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh
Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian
tersebut.

Selama rencana pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota
Dewan Direlesi/Direksi yang bersangkutan dapat
melanjutkan tugasnya.

Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak
tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimanag
dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak
memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan
Direksi/Direksi tersebut, maka rencana
pemberhentian batal.



Pasal 27
Anggota Dewan Direksi/Direksi yang sedang menjalani
pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka
melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari
Jjabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh
pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan
tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

‘Pasal 28 :
Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi /Direksi
berakhir pada saat habis masa jabatannya atau berakhir
dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh
Dewan Pengawas. ‘

Pasal 29

Tata cara pengangkatan Dewan Direksi/Direksi diatur,

sebagai berikut :

a. Dewan Pengawas menyusun tata cara dan persyaratan
untuk menjadi Dewan Direksi/Direksi LPPL Radio
Publik Kabupaten Karanganyar dan mengumumkan
kepada masyarakat tentang adanya rencana Dewan
Pengawas LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar
akan memilih dan mengangkat Dewan Direksi/Direksi
LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar, menerima
pendaftaran, dan melakukan seleksi;

b. Dewan Pengawas melakukan Wi kepatutan dan uji
kelayakan terhadap para calon dan menetapkan 6
(enam) orang calon yang dinyatakan terpilih/lolos
seleksi;

€. memilih dan menetapkan 3 (tiga) calon menjadi Dewan
Direksi LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar,
serta 3 (tiga) calon yang lainnya menjadi cadangan
Dewan Direksi, apabila di kemudian hari ada anggota
Dewan Direksi yang berhalangan tetap.

BAB IX
HONORARIUM DAN TUNJANGAN

jangan lain Dewan Pengawas dan
Dewan Direksi/Direksi diatur dengan Peraturan Bupati
sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

7 Pasal 31

Dewan  Direksi/Direksi bertanggung jawab atas
keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan
“epada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 32
f1) Tahun buku LPPL Radio Publik  Kabupaten
HKaranganyar sesuai dengan Tahun Anggaran.




(2) LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar wajib
memberi laporan tahunan, laporan berkala, dan
laporan keuangan. ' .

(3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja, serta
hasil-hasil yang telah dicapai;

b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
rencana kerja; '

c. nama anggota Dewan Pengawas dan Dewan
Direksi/Direksi.

(4) Laporan keuangan = sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit memuat : ‘

a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca,
perhitungan penerimaan, dan biaya, laporan arus
kas dan laporan perubahan kekayaan,;

b. honorarium dan tunjangan lain bagi anggota
Dewan Pengawas dan Dewan Direksi/Direksi.

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4) diaudit oleh akuntan publik atau
inspektorat dan hasilnya diumumkan melalui media
massa.

(6) Laporan keuangan merupakan obyek pemeriksaan
dari institusi pemeriksa sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

» Pasal 33

(1) Laporan Tahunan LPPL Radio Publik Kabupaten
Karanganyar oleh Dewan Pengawas dan Dewan
Direksi/Direksi untuk disampaikan kepada Bupati
dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

(2; Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi/Direksi
vang tidak menandatangani laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat
:aporan tertulis.

Pasal 34

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio

Publik Kabupaten Karanganyar dilaksanakan sesuai

der.gan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SUMBER BIAYA

Pasal 35

‘1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan LPPL Radio
Publik Kabupaten Karanganyar berasal dari APBD dan
sumber pembiayaan lain yang sah.

2! Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada
avat (1), yaitu :

iuran penyiaran;

sumbangan masyarakat;

kerjasama sesuai Peraturan Perundang-undangan;

usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait

dengan penyelenggaraan penyiaran.

EeE




BAB XI1 :
PENGELOLAA{_\Jr ASET

Pasal 39
Pengelolaan aset/yang dipergunak
tempat kegiat Operasiong]
Kabupaten Kar

untuk kantor
PL  Radio Pul
bih lanjut den;

BAB XII1

LOGO pan STRUKTUR ORGANISAST

Pasal 40 ’
Sentuk dan logo Lppr Radio  pubiik Kabupate
Karanganyar diatur

tersebut  dalg
biran Peratyran Daerah inj, - .

BA3 X[V
CAKUPAN WILAYAH pay ISI SIARAN

- Pasal 41
Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Publj
Karenganyar adalgh wilayah layanan
b dan sekitarnya,

k Kabupater

Siaran pads
-2DUpaten Karanganyar

intelektualitas,
kekuatan bangsa,
dan kesatuan, sertg
ama, dan budaya;

2 kemajuan,
De€rsatuan

mengamalkan nilai-nilaj ag




remaja, dengan menyiarkan mata acara pada
waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik
dimaksud wajib  mencantumkan dan/atau
menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.

wajib  dijaga netralitasnya  dan  tidak boleh
mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LppL, Radio Publik Kabupaten Karanganyar
dilarang :
a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau
bohong; i
" b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian,
penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang;
x C. mempertentangkan sukuy, agama, ras, dan antar

dengan negara sahabat. '

(5)Isi siaran wajib  mengikuti Pedoman Perilaky
Penyiaran dan Standar Program  Siaran yang
ditetapkan oleh KPIP.

P "
(6] Prosent isi siaran dan ograma diatur lebih lanjut-
dengz@uw :

BABXv .
PENGAWASAN
' ~ Pasal 43 : |
Dalam menjalankan kegiatarinya, LppL, Radio Publik

:Dupaten Karanganyar diawasi oleh Dewan Pengawas,
OPRD, dan KPID. i

BAB XVI
PEMBUBARAN

: Pasal 44
LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dibubarkan

apabila :

= dicabutnya Peraturan Daergh tentang Pendirian
- Lembagq Penyiaran  pybiik Lokal Radio Publik
Xabupaten Karanganyar;

9. berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.




BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

- Pasal 45
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai be
segala ketentuan dan lembaga yang masi
tetap berlaku sepanjang tidak bertentar
Peraturan Daerah inj. ~ )
(2) Sebelum dilantiknya Dewar Pengawas
Direksi/Direksi  definiti berdasarkan
- Daerah ini, makg penyelenggaraan LPPL I
Kabupaten Karanganyar dilaksanakan

Pengawas sementar dan Dewdn Dir
sementara, S

| BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Peraturan Daerah ini mulai berlaky pax
diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, mem
bengundangan Peraturan Daerah
benempatanny
Karanganyar

ini
a dalam Lembaran Daerah

Srunc, 2018 -
1ERA KABUPATEN KARANGANYAR,

~

BSE225 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 N



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL F
PUBLIK KABUPATEN KARANGANYAR.

Simnol dan Arti logo:

I. BIRU ('-::arna_ dasar): melambangkan persada/ lang
Kabupeien Karanganyar

2. PERISAI (kerangka logo): melambangkan perlindur

Pengayoman, dan keamanan
GELOMBANG: melambangkan bentuk kegiatan LPF
Tedia nancar informas;i melalui gelombang radio
PADI: raelambangkan kemakmuran dan kesejahter:
CANDI: melambangkan ciri khas (icon) Karanganya;
kabupaten yang memiliki potensi di sektor INTANPA
LPPL: akronim dari Lemlgaga Penyiaran Publik Loka
WIDYA PRADIPA PRADJA: gabungan tiga kata yang
dari baiasa sansekerta yang artinya:

a. “Widya: ilmy pengetahuan, informasi

5. Pradipa: cahéya, sinar, pencerahan
<. Pradja: masyarakat, ba.hgsa, negara
WIDYA PRADIPA PRADJA berarti

“bahwa LPPL Radi
E=bupaten Karanganyar memiliki



PENJELASAN
. ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
. NOMOR 4 TAHUN 2013

' TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK
KABUPATEN KARANGANYAR

Penyiaran publik lokal diam:;
= Pasal 14 ayat (3) Undang-U

SSS=n dan Pagg) 7 ayat (3) Peraty
—x Yelenggaraan Penyiar
&0 Pasa] 7 ayat (3)

7 ik Lokal merupakan Le
s ¥ang berbentyk badan hukym

UX dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai le
. publik lokal, maka harys

menganut prinsip—prinsip S

==Dy2 harys menjangkay seluruh lapisan Masyarakat di Kgh

=202 harus mencerminkan identita
= Siarannys hendaknya bervarig
=5 o) demikian L

S dan budaya nasional;

Si.

e€mbaga Penyiaran Publik Loka] Radio Kabu

WS 3kan dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat de
=lakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilinc

== Semperoleh informas;. bukan sebagai obyek sebuah ind



Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3 ,
Cukup jelas
Pasal 4
Jumlah Dewan Direksi/Direksi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
sesuai dengan perkembangan dan keuangan LPPL Radio Publik
Karanganyar. e
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung dan
tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral
adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang
berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah
tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih mengutamakan
peningkatan layanan masyarakat.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 1
Cukup jelas
Pagtl 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas




Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
“asal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
“asal 31
Cukup jelas
“asal 32
Cukup jelas
“asal 33 ‘
Cukup jelas
“asal 34
Cukup jelas
“asal 35
: ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
huruf g
Cukup jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf ¢
Yang dimaksud kerjasama adalah kerjasama de;
pihak ketiga, Seperti kerjasama dalam penyiaran ik
Huruf d o
Cukup jelas
“asal 36
Cukup jelas
Fasal 37
Cukup jelas
~=sal 38
Cukup jelas
~=s3al 39
Cukup jelas
=33l 40
Cukup jelas
=8zl 41
Cukup jelas
=sa] 42
Cukup jelas
=sal 43
Cukup jelas
=32l 44
Cukup jelas
sal 4“5
Cukup jelas
sal 46
Cukup jelas

AHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR




